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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi

Kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.) Keterangan

Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
1 05 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11,513,829,124  
1 05 01 1.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200,000,000  

1 05 01 1.01 01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah yang disusun

2 Dokumen

Penyelenggaraan
Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

100 % 95,000,000  

1 05 01 1.01 06

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah dokumen capaian
kinerja Perangkat Daerah
yang disusun

5 Dokumen

Penyelenggaraan
Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

100 % 105,000,000  

1 05 01 1.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,508,623,481  

1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah ASN dan calon ASN
yang dibayarkan gaji dan
tunjangannya

77 Orang
Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

100 % 9,352,563,481  

1 05 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 % Jumlah ASN yang
mendapatkan honor 16 Orang

Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

100 % 123,060,000  

1 05 01 1.02 07

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah laporan keuangan
bulanan/triwulan/semesteran
yang disiapkan

14 Dokumen
Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

100 % 33,000,000  

1 05 01 1.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 78,760,000  
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi

Kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.) Keterangan

Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target

1 05 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %

Jumlah BMD yang
diasuransikan
Jumlah Closed-Circuit
Television (CCTV) yang
dipasang
Jumlah dokumen
Pengamanan administrasi
yang disusun
Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah dokumen
pengamanan Hukum
Jumlah tanah yang
bersertifikat
Jumlah tanda kepemilikan
tanah
Jumlah tanda letak tanah
yang dibangun (seperti pagar
batas)
Jumlah unit yang dilakukan
penjagaan

8 Unit
0 Unit
0 Dokumen
0 Dokumen
0 Dokumen
0 Persil
0 Unit/Set
0 Unit/Set
0 Unit

Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

100 % 53,760,000  

1 05 01 1.03 04
Pembinaan, Pengawasan,
dan Pengendalian
Barang
Milik Daerah pada SKPD

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 % Jumlah dokumen hasil
pemantauan dan penertiban 1 Dokumen

Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

100 % 10,000,000  

1 05 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada
SKPD

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah dokumen laporan
penatausahaan barang milik
daerah Perangkat Daerah

1 Dokumen

Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

100 % 15,000,000  

1 05 01 1.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40,000,000  
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi

Kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.) Keterangan

Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target

1 05 01 1.05 09
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %

Jumlah aparatur yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan
Jumlah ASN dan NON ASN
yang mengikuti kegiatan
capacity building
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

15 Orang
0 Orang
0 Orang

Penyelenggaraan Tertib
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

100 % 40,000,000  

1 05 01 1.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 728,238,384  

1 05 01 1.06 01
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang disediakan

180 Unit
Penyelenggaraan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100 % 3,000,000  

1 05 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 % Jumlah Bahan Logistik Kantor
yang disediakan 540 Unit

Penyelenggaraan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100 % 40,000,000  

1 05 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang
disediakan

3324 Unit
Penyelenggaraan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100 % 24,000,000  

1 05 01 1.06 09
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 % Jumlah laporan hasil
koordinasi dan konsultasi 12 Dokumen

Penyelenggaraan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100 % 661,238,384  

1 05 01 1.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 753,262,259  

1 05 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah surat-surat masuk
dan surat-surat keluar dalam
1 tahun

1000 Surat
Penyelenggaraan penyediaan
jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah

100 % 4,000,000  
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi

Kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.) Keterangan

Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target

1 05 01 1.08 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %

Jumlah kapasitas tagihan
internet yang dibayarkan
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah rekening tagihan
telefon/fax yang dibayarkan
Jumlah tagihan air (PDAM)
yang dibayarkan
Jumlah tagihan listrik (PLN)
yang dibayarkan

15 mbps
0 Laporan
2 Rekening
0 Meter
Kubik
16500 KVA

Penyelenggaraan penyediaan
jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah

100 % 140,162,259  

1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 % Jumlah Tenaga Pelayanan
umum kantor yang tersedia 16 Orang

Penyelenggaraan penyediaan
jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah

100 % 609,100,000  

1 05 01 1.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204,945,000  

1 05 01 1.09 01

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 % Jumlah Kendaraan dinas
jabatan yang dipelihara 1 Unit

Penyelenggaraan
pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

100 % 21,595,000  

1 05 01 1.09 02

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah Kendaraan dinas
operasional atau lapangan
yang dipelihara

14 Unit

Penyelenggaraan
pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

100 % 154,100,000  

1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 % Jumlah Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin lainnya 25 Unit

Penyelenggaraan
pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

100 % 16,850,000  

1 05 01 1.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Persentase ketercapaian
penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi

100 %
Jumlah gedung kantor dan
bangunan lainnya yang
dipelihara/direhab

1 Unit

Penyelenggaraan
pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

100 % 12,400,000  
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi

Kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.) Keterangan

Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target
1 05 02     PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2,989,062,243  
1 05 02 1.01   Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2,697,189,063  

1 05 02 1.01 01

Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah deteksi dini dan
cegah dini yang dilakukan
Jumlah jasa tenaga
pengaman
Jumlah patroli yang
dilakukan
Jumlah pembinaan dan
penyuluhan yang dilakukan
Jumlah pengamanan dan
pengawalan yang dilakukan

15 Kali
51 Orang
15 Kali
5 Kali
245 Kali

Penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum

1 Tahun 2,093,339,063  

1 05 02 1.01 02

Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penerbitan
dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah gangguan
ketenteraman dan ketertiban
umum yang dapat
ditertibkan
Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda
dan Perkada Melalui
Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa yang Dilakukan
Penindakan
Persentase unjuk rasa dan
kerusuhan massa yang dapat
ditangani

5 Kab/kota
0 Kasus
100 %

Penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum

1 Tahun 148,000,000  

1 05 02 1.01 03

Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tingkat Provinsi

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah gelar pasukan Satpol
PP, Satlinmas dan Damkar
yang dilaksanakan
Jumlah kabupaten/kota yang
dikoordinasikan dalam
penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat

1 Kali
19 Kab/Kota

Penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum

1 Tahun 250,000,000  
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi

Kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.) Keterangan

Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target

1 05 02 1.01 04

Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah Dokumen yang
Memuat Hasil Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat
dalam rangka Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
Jumlah kabupaten/kota yang
dapat dilakukan
pemberdayaan perlindungan
masyarakat

0 Dokumen
18 Kab/Kota

Penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum

1 Tahun 65,350,000  

1 05 02 1.01 05

Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamongpraja
dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi
Manusia

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah anggota Satlinmas
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sosialisasi
Jumlah anggota Satpol PP
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sosialisasi
Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
yang Ditingkatkan
Kapasitasanya

30 orang
0 Orang
0 Orang

Penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum

1 Tahun 85,500,000  

1 05 02 1.01 06
Kerja Sama Antar Lembaga
dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah kegiatan kerjasama
antar lembaga dan kemitraan
dalam teknik pencegahan
kejahatan yang dilaksanakan
Jumlah naskah kerjasama
antar lembaga dan kemitraan
dalam teknik pencegahan
kejahatan yang disusun

5 Kali
1 Naskah

Penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum

1 Tahun 50,000,000  

1 05 02 1.01 09

Penyediaan Layanan dalam
rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Persentase layanan dalam
rangka dampak penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
yang dapat disediakan

100 %
Penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum

1 Tahun 5,000,000  

1 05 02 1.02   Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 161,873,180  
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi

Kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.) Keterangan

Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target

1 05 02 1.02 02

Pengawasan atas Kepatuhan
Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah pemantauan dan
pengawasan atas kepatuhan
terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

18 Kali
Penyelenggaraan penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur

1 Tahun 25,000,000  

1 05 02 1.02 03

Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Gubernur

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah penanganan atas
pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

12 kali
Penyelenggaraan penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur

1 Tahun 136,873,180  

1 05 02 1.03   Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 130,000,000  

1 05 02 1.03 01 Pengembangan Kapasitas
dan Karier PPNS

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah PPNS yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi

50 Orang
Penyelenggaraan pembinaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)

1 Tahun 80,000,000  

1 05 02 1.03 02

Pemberkasan Administrasi
Penyidikan oleh PPNS
Penegak Peraturan Daerah,
Dukungan Pelaksanaan
Sidang Ditempat, Penguatan
Sekretariat Bersama PPNS

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
ditindaklanjuti
Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

81 %
79 %

Jumlah rapat atau pertemuan
para PPNS yang dilaksanakan
Jumlah tindakan yang
dilakukan PPNS dalam
memproses pelanggar
Perda/Perkada

1 kali
1 kali

Penyelenggaraan pembinaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)

1 Tahun 50,000,000  

1 05 04     PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 65,360,162  
1 05 04 1.01   Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 65,360,162  

1 05 04 1.01 01

Penyediaan dan
Pemutakhiran Informasi
Daerah Rawan Kebakaran
dan Peta Rawan Kebakaran

Persentase Kabupaten/Kota
yang dibina dalam pelayanan
pemadaman dan
penyelamatan kebakaran

52,63 %

Jumlah Dokumen Informasi
Daerah (Kabupaten/Kota)
Rawan Kebakaran dan Peta
Rawan Kebakaran yang Sah
dan Legal
Jumlah Informasi daerah
rawan kebakaran dan peta
rawan kebakaran yang
disediakan dan
dimutakhirkan

0 Dokumen
1 Dokumen

Penyelenggaraan pemetaan
rawan bencana kebakaran 1 Tahun 65,360,162  

TOTAL 14,568,251,529  


